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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENT ANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUKUMBA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan 
ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) 

huruf i dan Pasal 156 Undang­ 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta; 



- 
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang­undang Nomor 29 Tahun 

1959 ten tang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi 

2009 ten tang Pertambangan 

4. Undang­Undang Nomor 4 Tahun 

Mineral dan Batu Bara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959); 

(Lembaran Negara Republik 

dari Korupsi, Kolusi dan 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

5_ Undang­Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas 

1981 tentang Hukum 

Pidana (Lembaran 
Acara 

Negara 

Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

3 

3. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 

Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

2 



4 

Indonesia Nomor 4355); 
Negara 

Perimbangan 

Pemerintah 

Lembaran 

antara Keuangan 

2004 ten tang 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan 

Undang­Undang Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan 

10. Undang­Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

9. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 

Negara 

Tahun 

Negara 

Republik 

Republik 

Pemerintahan 

Negara 

Negara 

Nomor 5, Tambahan 

(Lembaran 

ten tang 

Negara Lembaran 

Republik Indonesia 
2004 

Lembaran 

Lembaran 

Indonesia Nomor 4400); 

2004 

Daerah 

Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran 

6. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan 

7. Undang­Undang Nomor 15 Tahun 

2004 ten tang Pemeriksaan 

Penge!olaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan 

8. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 



Republik Indonesia Nomor 5234); 

2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

Insentif 

(Lembaran 

dan 

Daerah Retribusi 

Pemberian 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
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Pemungutan Pajak Daerah dan 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2007 tentang Jenis dan 

Tarif atas jenis Penerimaan Negara 

bukan Pajak yang berlaku pada 

Sadan Koordinasi Survei dan 

Pemetaan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4772); 

6 

Negara 

Republik 

Lembaran 

Negara 

Tambahan 

Indonesia Nomor 4578); 

· Lembaran 

11. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang­Undangan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan 



9 

Kabupaten 

Kabupaten 

Bulukumba 

Daerah 

Daerah 

694); 

Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah yang 

menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba (Lembaran 

Daerah Kabupaten 

Tahun 2008 Nomor 4); 

Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 

tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil dalam lingkup Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 

19. Peraturan 

18. Peraturan 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 

Ruang 
Republik Negara 

tentang Ketelitian 
Rencana Tata 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berlaku 
pada Kementerian Energi dan 
Sumber Daya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5276): 

Peta 

(Lembaran 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 ' 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5393); 

15. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2013 

���--------------- ... 
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Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2012 Nomor 21). 

11 

penyelenggara unsur 

MEMUTUSKAN : 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 

CETAK PETA. 

dan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

BUPATI BULUKUMBA 

sebagai 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BULUKUMBA 

pemerintahan Daerah. 

• 

daerah 

Menetapkan 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah ­�dalah Kabupaten Bulukumba. 

(Lembaran 

(Lembaran 

Publik 

2012­2032 

Partisi pasi 

Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2011 Nomor 7); 

Tahun 

20. Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Komisi lnformasi dan 

21. Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 21 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Bulukumba 

" 
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diawali 

kegiatan 

membayar 

bersangku tan 

untuk 

yang 

dapat dinikmati oleh 

serangkaian 

daerah yang 

agar 

kewajiban 

adalah 

Teguran 

melaksanakan 

retribusi pemui:gutan 
Surat Peringatan atau dengan penyampaian 

Surat 

faatan umum serta keman 

orang pribadi atau badan. 

1 o. Penagihan 

ribadi atau badan Wajib Retribusi adalah orang p 
8. t peraturan perundang­undangan g menuru 

yan . . . untuk melakukan retribusi diwajibkan 

k pemungut atau pembayaran retribusi, termasu 

pemotong retribusi tertentu. 

k · n kegiatan d 1 h suatu rang aia 9 p mungutan a a a 
. e biek dan subjek mulai dari penghimpunan data o � 

. 
besarnya retribusi yang retribusi penentuan 

. . 
kegiatan penagihan retribusi terutang sampai 

retribusi serta pengawasan kepada wajib 

penyetorannya. 

penyeJenggara unsur sebagai Dae rah 

pemerintahan daerah. 

4. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah seJanjutnya 
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralcy­at 

3. Bupati adaJah Bupati Bu]ukumba. 

5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus di sedial{an atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
pribadi atau badan hukum. 

6. Jasa ada]ah kegiatan Pemerintah Daerah berupa 
usaha dan peJayanan yang menyebabkan barang, 
fasilitas, atau kemanfaatan Jainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

7. Retribusi Jasa Umum adaJah retribusi atas jasa 
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan 



retribusi sesuai dengan jumlah 
terutang. retribusi yang 

11. Peta adalah peta dasar (garisJ 
digital, peta tematik d ' peta foto, peta 

' an peta teknis (strukturJ. 

13. Masa R t ib en usi adaJ h a suatu · k tertentu yang m Jang a Wal{tu 
erupakan batas 

retribusi pengga ti . waktu bagi wajib 
n ran b1aya cetak peta. 

14. Surat I (etetapan Retribus· 
selanjutn a d 

1 Daerah yang 
y apat disingkat SKRD d 

keputusan a alah surat . yang yang · menentukan b JUmJah retribus· esarnya 1 Yang teru tang. 

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat 

keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB 

yang diajukan oleh wajib retribusi . 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola 

data dan/ a tau keterangan lainnya dalam rangka 

pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa 

bunga dan/atau denda. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, 

yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. yang 
adaJah 

oleh peta pen er bi tan 

Biaya Cetak 
disebut Retribusi 

atas 
Pemerintah Daerah 

12. Retribusi p enggantian 
seJanj u tnya d apat 
pembayaran 

r----11 
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retribusi daerah berdasarkan peraturan suatu daerah berada lengkap dengan skala 

petanya dalam bentuk kode numerik. perundang­undangan retribusi daerah. 

19. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti dan membuat 
terang tindak pidana retribusi daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

20. CD Room adalah tempat menyimpan data 
digital. 

21. Layer adalah tema atau bagian dari peta. 

22. Digitasi adalah proses pembuatan peta dari 
format manual ke digital. 

23. Nomor Lembar Peta selanjutnya disingkat NLP 
adalah nomor untuk mengetahui dimana Iokasi 
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24. Wilayah izin Usaha Pertambangan selanjutnya 

disingkat WIUP adalah Wilayah yang diberikan 

kepada pemegang !UP. 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSJ 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 

pelayanan pencetakan dan/ a tau penyediaan peta 

oeh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah. 

17 
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Pasal 4 

Pasal 8 

Pasal 7 

BABV 
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN 

BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
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BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

. . dalam penetapan tarif Retribusi Prinsip dan sasaran 

Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan hanya 

memperhitungkan biaya penggantian biaya pencetakan 

peta dan peagadministrasian · 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengggantian 

Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, 

ukuran peta, dan kualitas bahan peta, serta resolusi 

peta. 

pemotong 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau 
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
jasa cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 5 

Pasal 6 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang­undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut dan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana 
' 

dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Umum. 



Pasal 9 1) < 5 ha 
2) > 5­15 ha 
3) > 15­50 ha 

Per WJUP 
Per WIUP 
Per WIUP 

Rp 1.000.000,00 
Rp 2.000.000,00 
Rp 5.000.000,00 

500.000,00 

250.000,00 

750.000,00 

Rp 2.000.000,00 

Rp 

Per !em bar Rp 

Per !em bar Rp 

Per lembar Rp 1.250.000,00 

Per keping 
cakram 
digital (cd) 

informasi 

Peta potensi sum ber 
daya mineral logam dan 
mineral bukan logam, 
ukuran A3 (peta 
hardprint, jenis kertas: 

plain). Per Iembar Rp 150.000,00 a. mineral logam serta 
forinasi pem bawa 

logam Per Iembar Rp 150.000,00 b. mineral bukan logam 

Peta potensi sum ber 
daya mineral logam dan 
mineral bukan logam 
ukuran A3 (peta 
hardprint, jenis kertas: 

c. peta 
ukuran A3 

informasi Per 3 
A4 untuk lembar 

Jasa pelayanan produk 
survei bidang geologi 

b. peta 
ukuran Al 

d. peta 
ukuran 
dokumen perizinan 

e. peta digital wilayah 
pertambangan 
(format jpeg/ wmf) 

Jasa pelayanan 
pencetakan peta 
informasi wilayah 
pertambangan: . 

Peta inforrnasi a. 
ukuran AO 

informasi 

3. 

B. 

4. 

2. 

peta, dan didasarkan pada jenis peta, ukuran 
kualitas bahan peta yang dicetak atau disediakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(1) Struktur tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

(2) Tarif Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

NO. JENJS DAN UKURAN SATUAN TARIF 
PETA 

A. Penerimaan dari jasa 
penyediaan sistem 
informasi data wilayah 
pertam bangan 

Jasa Pelayanan dan 
Penertiban WJUP 

1. a. Pencetakan peta 
WIUP pertam bangan 
mineral bukan logam, 
dengan luas wilayah: 
1) <10 ha Per WJUP Rp 2.000.000,00 2) >10­50 ha Per WJUP Rp 5.000.000,00 3) >15­100 ha Per WJUP Rpl0.000.000,00 

b. Pencetakan peta 
WlUP pertam bangan 
mineral bukan 
Iogam, dengan luas 
wilayah: 
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glossy). 
a. mineral logam serta Per lembar Rp 200.000,00 

informasi pembawa 
log am 

b. mineral bukan logam Per lembar Rp 200.000,00 

5. Layanan Digitasi 
a. Digital peta line dan Per cm2 Rp 500,00 

poligon setiap 
layer/ cm persegi 

b. Digital Peta Point Per titik Rp 150,00 
setiap layer/point 

6. Peta Digitasi 
1) Peta Hidrogeologi Per lembar Rp 750.000,00 
2) Peta Geologi Teknik Per lembar Rp 750.000,00 
3) Peta Geologi Per lembar Rp 750.000,00 

Lingkungan 
4) Peta Lingkungan Per lembar Rp 750.000,00 

Pertam bangan 

7. Peta Cetak (hard copy 
I hardprint) 

1) Peta geologi teknik Per lembar Rp 100.000,00 
skala 1: 100.000 

2) Peta geologi teknik Per lembar Rp 75.000,00 
skala 1:25.000 

3) Peta geologi tata Per lembar Rp 100.000,00 
lingkungan Skala 
1:100.000 

4) Peta Keren tan an Per lembar Rp 100.000,00 
gerakan tanah skala 
1: 100.000 

5) Peta hidrogeologi Per lembar Rp 125.000,00 
skala 1: 100.000 

6) Peta geologi Per lembar Rp 100.000,00 
hidrogeologt skala 
1:250.000 
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8 pJanologi Kehutanan 
Per lembar Rp 3.000.000,00 

a. Peta 
Pencadangan/ Peneta 
pan Area Kerja 
Pemanfaatan 
Kawasan Hutan 

Per lembar Rp 3.000.000,00 
b. Peta Areal Kerja 

Pemanfaatan 
Kawasan H utan 

Per lembar Rpl.000.000,00 
c. Peta Kawasan Hutan 

Kab. Bulukumba 

Peta Tematik Cetakan Per NLP Rp. 200.000,00 
9 

Tematik Digital Per CD Rp. 150.000,00 
10 Peta 

Skala 1:25.000 Room 
dan 1: 50.000 

11 Peta Tematik Digital Per CD Rp. 300.000,00 

Player Skala 1:25.000 Room 
dan 1: 50.000 

12 Peta Dinding Per NLP Rp. 175.000,00 
a. ukuran Al 

Per NLP Rp. 125.000,00 
b. ukuran A2 

Per NLP Ro. 50.000,00 
c. ukuran A3 

13 PetaRTRW Per NLP Rp. 175.000,00 
a. ukuran Al 

Per NLP Rp. 125.000,00 
b. ukuran A2 

Per NLP Ro. 50.000,00 
c. ukuran A3 

14. Peta RDTRK/ Kawasan 
Per NLP Rp. 175.000,00 

Perkotaan Per NLP Rp. 125.000,00 
a. ··ukuran Al 

Per NLP Rp. 50.000,00 
b. ukuran A2 
c. ukuran A3 
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15 Peta Adm inistrasi 
Kabupaten 
a. ukuran Al Per NLP Rp. 175.000,00 
b. ukuran A2 Per NLP Rp. 125.000,00 
c. ukuran A3 Per NLP Rp. 50.000,00 

16 Peta Rupa Bumi Per NLP Rp. 40.000,00 
Indonesia 

17. Peta Cetak Lingkungan Per NLP 
Laut Nasional Skala Rp. 50.000,00 
1:500.000 

18. Peta Lingkungan Laut Per NLP Rp. 400.000,00 
Nasional (digital) Skala 
1:500.000 

19 Peta Lingkungan Pantai Per NLP Rp. 400.000,00 
Indonesia (cetak) 

(3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 

3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 
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BAB VI 
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah 
Kabupaten Bulukumba. 

Pasal 11 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
dan/atau kartu langganan. 

Pasal 12 

(1) Pernbayaran retribusi yang terutang harus 
dilunasi sekaligus. 

25 



(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 

(lima betas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dan STRD. 

(3) Penerimaan retribusi menjadi pendapatan asli 

daerah dan disetor ke kas daerah. 

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat 

pembayaran retribusi daerah ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

(3) Tata cara penagihan retribusi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 14 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang­undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 

Pasal 13 

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat 

Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah 

retribusi · yang harus dibayar bertambah atau 

yang tidak dibayar oleh wajib retribusi dapat 

ditagih dengan menggunakan STRD. memberikan bantuan guna kelancaran 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya 
dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki 

ternpat atau ruangan yang dianggap perlu dan 

(2) Penagihan Retribusi yang terutang didahului 

dengan surat teguran. 

pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

BAB VII 
KEBERATAN 

Pasal 15 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan 
keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Kcberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 
paling lama .3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD 
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi .karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 

28 
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(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan 

yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 

Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 

Retribusi. 

Pasal 16 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima 

harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan 

Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi 

Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan 

harus diberi keputusan oleh Bupati. 
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(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau . sebagian, menolak, 
atau menambah besarnya Retribusi yang 
terutang. 

BAB VIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

RETRIBUSI 

Pasal 18 

memberi suatu keputusan, keberatan 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

yang 

( 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib 

Retribusi dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kepada Bupati. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak 

Pasal 17 

(1) Dalam ha! pengajuan keberatan dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imba!an 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk 
paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
dengan diterbitkannya SKRDLB. 
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(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan, sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan 

Bupati _tidak memberikan suatu keputusan, 

permohonan pengembalian pembayaran 

Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) bulan. 
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kelebihan 

Pasal 19 

pengern balian 

pernbayaran retribusi diajukan secara tertulis 

kepada Bupati dengan sekurang­kurangnya 

rnenyebutkan: 

a. narna dan alarnat wajib pernbayar; 

b. rnasa retribusi; 

c. besarnya kelebihan pernbayaran; dan 

d. alasan yang singkat dan jelas. 

(1) Perrnohonan 

(2) Perrnohonan pengernbalian kelebihan 

pembayaran retribusi disarnpaikan secara 

langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Buku Penerirnaan oleh pejabat daerah atau bukti 

pengirirnan pos tercatat rnerupakan bukti saat 

perrnohonan diterirna oleh Bupati. 
.• 

(4) Apabila Wajib Retribusi rnernpunyai utang 
Retribusi lainnya, kelebihan pernbayaran 
Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) 
langsung diperhitungkan untuk rnelunasi terlebih 

dahulu utang Retribusi tersebut. 
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(SJ Pengernbalian kelebihan pernbayaran Retribusi 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalarn jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengernbalian kelebihan pernbayaran 
Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 
Bupati rnernberikan irnbalan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan atas keterlarnbatan 

pernbayaran kelebihan pernbayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengernbalian kelebihan pernbayaran 
Retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
diatur dalarn Peraturan Bupati. 



Pasal20 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan 
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan atau pengurangan 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan memperhatikan kemampuan wajib 

retribusi antara lain dengan mengangsur. 

(2) Apabila kelebihan membayar retribusi 
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan 

pembebasan retribusi ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

BAB X 
KEDALUWARSA 

Pasal 22 

diperhitungkan dengan u tang retribusi lainnya, 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) 
pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran. 

(1) Bupati Bulukumba dapat memberikan 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 

kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak 

pidana dibidang retribusi. 

BAB IX 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 21 

pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi. 
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.. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan surat teguran, atau; 
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menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 

dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib 
retribusi baik langsung maupun tidak 
langsung. 

Keputusan Penghapusan 

Daerah yang sudah Retribusi 

menetapkan 

Pasal 23 

( 1). 

Piutang 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 

BAB XI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

(2) Bupati 

( 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

dengan kesadarannya retribusi 

utang retribusi secara langsung 
dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana 

adalah wajib 

(3) Dalam ha! diterbitkan surat teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 
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BAB XII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 24 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan 
Retribusi dapat diberi insentif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima 
persen) dari target penerimaan retribusi dalam 

tahun anggaran berkenaan. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Tata cara. pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati sesuai dengan 
peraturan perundang­undangan. 
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BAB XIII 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 25 

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 

retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat 

teguran. 

­ (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penerimaan kas daerah. 
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Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lebih lengkap dan jelas; 

dan mengumpulkan 

mengenai orang pribadi atau 

mencari, 

keterangan 

b. meneliti, 

badan tentang kebenaran perbuatan yang 

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 

Retribusi daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari 

orang pribadi atau badan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang Retribusi daerah; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk 

mendapatkan bahan bukti pernbukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

terse put; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di bidang Retribusi Daerah; 

BAB XIV 
PENYIDIKAN 
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Pasal 26 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang­undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan' atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
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Pasal 27 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang 

Hukum Acara Pidana. 
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(3) Denda . .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penerimaan negara. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah pelanggaran. 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali 

jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

didengar 

sebagai 

untuk 

diperiksa 

orang 

dan 

1. memanggil 

keterangannya 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda, 

dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 

tindak pidana Retribusi Daerah; 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang­undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasit penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Potisi 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 



BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal 21 Februari 2014 
Pasal 28 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
ttd 

A. B. AMAL 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bulukumba. 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

TAHUN 2014 NOMOR 2 

Sciliiian 'sesuai dengan aslinya 

' MU M'AD NURJALIL.S.H.,M.H.\ 
Nip : 19671104 199803 1 005 

ttd ­­· 

ZAINUDDIN H 

BUPATI BULUKUMBA, 

Ditetapkan di Bulukumba 

pada tanggal 21 Februari 2014 

NOREG PERATURAN DAER.OH KABUPATEN BULUKUMBA: (NOMOR 2 TAHUN 2014) 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

NOMOR 2 TAHUN 2014 
Kini dengan perkembangan ekonomi 

Undang­Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaiana 
telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

TENT ANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA 

I. MUM 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah 

.lah jenis retribusi yang ditentukan oleh Undang­ 

Jndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, dan digolongkan 

sebagai Retribusi Jasa Umum. Sebagai retribusi jasa 

umum boleh saja jenis retribusi tersebut tidak 

dipungut jika nilainya dipandang tidak signifikan, 

tidak memadai jika dibanding biaya operasional dan 

biaya pungutnya. Lantaran dinilai tidak signifikan 

inilah yang merupakan salah satu alasan sehingga 

Kabupaten Bulukumba selama ini tidak 

mendayagunakan jenis retribusi penggantian biaya 
cetak peta tersebut sebagai sumber pendapatan asli 

daerah, meski sebenarnya sudah ditentukan dalam 
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masyarakat sudah meningkat, dan bersamaan itu 

telah terbit Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

jenis retribusi penggantian biaya cetak peta tersebut 

dipandang memiliki nilai yang signifikan dan layak 
untuk dikelola dan dipungut di Kabupaten 
Bulukumba. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal3 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 
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jumlah pengurangan memperoleh 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengurangan 

adalah pemberian kesempatan kepada 

wajib retribusi tertentu untuk 

retribusi yang harus dibayar olehnya. 
Pengurangan dapat meliputi 

pengurangan jumlah sanksi administrasi, 

maupun pengurangan jumlah pokok 
retribusi. 
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Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 



Yang dimaksud dengan keringanan 

adalah pemberian kesempatan kepada 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

TAHUN 2014 NOMOR 1 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 
Pasal 24 

Cukup Jelas 
Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 
Pasal 28 

Cukup Jelas 

untuk tertentu retribusi wajib 

mengangsur atau menunda pembayaran, 

dengan syarat­syarat tertentu. 

Yang dimaksud dengan pembebasan 

adalah dibebaskannya wajib retribusi 

tertentu terhadap kewajiban untuk 

membayar retribusi. 

Dasar pemberian pengurangan dan 

keringanan retribusi berkaitan dengan 

kemampuan wajib retribusi, sedangkan 

pembebasan retribusi dikaitkan dengan 

objek retribusi, antara lain karena 

bencana alam atau sejalan dengan 

kebijakan pembangunan Pemerintah 

Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 


